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ABSTRAK
Marakanya Covid-19 di Indonesia menyebabkan krisis ekonomi dan hukum hingga pada akhirnya dapat mengikis keadilan dan kemajuan intelektual bangsa salah satunya terdapat diskriminasi terhadap masyarakat. Peraturan Presiden No 14 tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), terkhsus pada pasal 13A ayat 4. Hal tersebut terjadi Conflik Of Norm terhadap UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 5 ayat 3. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap pertaturan Perundang-Undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Problematika pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 terhadap pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, jelas sudah tumpang tindih regulasi dan sifatnya diskriminatif, dimana seharusnya peraturan tersebut sebelum dikeluarkan dan disahkan harus dikaji dulu. Pada pasal 5 ayat 3 UU kesehatan tersebut bisa di Judicial Review terhadap Mahkamah Konstitusi. Problemtika tersebut terdapat juga meciderai hak asasi manusia dimana, hak masyarakat berhak menolak apabila dalam keadaan sehat, hal tersebut dapat juga dilihat pertentangannya pada pasal 2 ayat 3, pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Kata kunci: Undang-Undang, Peraturan Presiden, Hak Asasi Manusia
ABSTRACT
The rise of Covid-19 in Indonesia has caused an economic and legal crisis that in the end can erode justice and the nation's intellectual progress, one of which is discrimination against the community. Presidential Regulation No. 14 of 2021 concerning the Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations in the Context of Combating the Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Pandemic, especially in Article 13A paragraph 4. Article 5 paragraph 3. The research method used in this study uses a normative juridical method which is library research, namely research on legislation and literature related to the research discussed. The problem with Article 13A paragraph 4 of Presidential Regulation Number 14 of 2021 against Article 5 paragraph 3 of Law Number 36 of 2009
concerning Health, it is clear that regulations overlap and are discriminatory in nature, where the regulation should have been reviewed before being issued and ratified. Article 5 paragraph 3 of the Health Law can be in a Judicial Review of the Constitutional Court. The problem is that there is also damage to human rights where the right of the community has the right to refuse if they are in good health, this can also be seen in the contradiction in Article 2 paragraph 3, Article 3 paragraph 3 and Article 4 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.
Keywords: Law, Presidential Regulation, Human Rights.
PENDAHULUAN
Corona Virus Desease-2019 (Covid-19) telah diumumkan oleh World Wellbeing Association sebagai pandemi secara keseluruhan dan di Indonesia dinyatakan sebagai penyakit menyebabkan krisis kesejahteraan, kesehatan umum dan peristiwa non-malapetaka, menyebabkan keadaan darurat. Pandemi Coronavirus telah membatasi perbedaan dalam masalah dan sangat cepat hampir sepanjang hari, baik itu terkait uang, politik, sosial, perlindungan dan keadaan darurat keamanan. Kemajuan besar diperlukan sehubungan dengan otoritas publik dan dukungan dinamis dari daerah dalam mengelola keadaan ini.
Secara keseluruhan informasi terkait per 1 April 2021 kasus virus Corona berada pada angka 129 juta kasus, 2,8 juta meninggal, 73,2 juta pasien sembuh, sedangkan pada negara Indonesia mencapai pada angka 1,5 juta kasus diantaranya yaitu 41.000 orang meninggal dan 1,3 juta pasien sembuh. Sebagai suatu pengembangan dan pencegahan terhadap penyakit yang menyebabkan krisis merupakan sebuah penyelenggaraan kesehatan yang bersifat preventif dan hal tersebut sangat penting dilakukan secara penuh untuk memberikan sebuah bantuan bersifat universal dalam membentuk SDM Indonesia, serta dapat memperluas terhadap kekuatan negara untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan secara publik..1 Adanya pandemi covid-19 secara keseluruhan sudah mengganggu terhadap pemerintah berupa krisis bencana kesejahteraan kesehatan dan moneter yang juga pernah terjadi sebelumnya yaitu berupa krisis yang lain namun berbeda dengan pandemi sehingga dapat diilustrasikan bahwa pekerja yang bekerja pada

1https://nasional.tempo.co/read/1448332/update-harian-per-1-april-2021-kasus-positif-covid-19-
tembus-6-ribu/full&view=ok
tingkat kesejahteraan umum juga telah memiliki spekulasi untuk memajukan sebuah negara karena sudah dilanda dengan pandemi covid 19.
Negara termasuk negara republik Indonesia memiliki sebuah kewajiban yang sudah terpatri di dalam batang undang-undang dasar 1945 terkhusus pada alinea ke-4 menyatakan bahwa secara khusus negara menjaga kesejahteraan umum baik berupa kemerdekaan dan perdamaian dan keadilan sosial.. selanjutnya, hak-hak sipil. Dimana dengan tujuan definitif untuk mengatasi pandemi Corona Virus Disease-2019.2 Kepuasan antibodi Corona Virus Disease- 2019 adalah eksekusi dari urutan tujuan negara.
Sementara awal yang tergesa-gesa dapat membuat antibodi Coronavirus berkualitas buruk, sebagian besar proyek yang tumbuh lebih lanjut dapat memerlukan antara 6-15 tahun, karena mereka harus melalui berbagai fase penyelidikan, pertunjukan praklinis, tahap 1, 2, dan tahap klinis. 3 perkenalan, hingga dapat tersampaikan dengan baik, ditampilkan kepada penduduk secara keseluruhan. Meskipun demikian, dalam keadaan pandemi yang sedang berlangsung, kecepatan dapat menyelamatkan individu sehingga menghemat waktu sangat penting. Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) akhirnya memberikan hibah Crisis Use Underwriting (EUA) untuk antibodi Crown Sinovac secara tegas. Kepala BPOM Penny K Lukito menjelaskan bahwa sebagian dari efek samping ringan yang cepat dari pereda nyeri Sinovac yang ditemukan selama penilaian awal adalah nyeri, penurunan, peningkatan, dan efek samping mendasar seperti nyeri otot, masalah kulit, dan pembengkakan sendi. pembuangan. tidak merusak.3
Karya inovatif PT Bio Farma yaitu Venture Senior Coordination Administrator secara khusus Neni Nuraini menyatakan bahwa Administrasi Bantuan Pemerintah, UNICEF dan WHO memberikan koordinasi tentang pemahaman terbuka tentang imunisasi Coronavirus bahwa 64,8 persen keluarga

2Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, dan Irfa Ronaboyd, 2021, Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1, hlm. 43.
3https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5329447/BPOMJelaskanEfekSampingVaksin
SinovacyangSudahKantongiIzinUa\
akan tertarik dengan prosedur ini, 27,6 persen tidak. Sementara 7.6 menolak divaksin karena mereka hampir tidak mengenal kekuatan imunisasi, tidak tahu tentang pergantian peristiwa, ketegangan tentang dampak opsional, keyakinan mereka membebani dan alasannya berbeda.4
Terdapat beberapa kelompok dan penduduk yang berbeda pemahaman dan memberikan kepastian bahwa tidak mau disuntik atau divaksin karena terdapat efek samping setelahnya. Ribka Tjiptaning main statement kan bahwa tidak akan terinfeksi coronavirus 19 selaku sebagai anggota komisi IX DPR RI dan gabungan PDI-P pada saat menyelenggarakan rapat kerja komisi IX DPR dengan kawannya yaitu ustadz Budi Gunawan Sadikin tepatnya pada tanggal 12 Januari 2021 melalui alasan bahwa tidak ada pilihan yang dapat memastikan akan kesehatan antibodi covid-19 dari sinopak asosiasi cinta tersebut. Meski demikian, dia sanggup menanggung jika ada sanksi bagi orang yang tidak mau disuntik.5
Kedatangan agen counter acting Astra Zeneca di Pesantren Amanatul Ummah juga terjadi karena dibuat di Inggris karena dianggap haram karena mengandung trypsin pankreas babi. Salah satu alasan mengapa pusat ini dikoordinir oleh fatwa MUI yang menyatakan bahwa praktik Astra Zeneca haram, namun sangat banyak digunakan dalam keadaan darurat. Kiyai Asep dengan tegas melarang Astra Zeneca untuk ditanamkan kepada santri dan santriwati yang berjumlah 12.000, serta lebih dari 1.000 tenaga pendidik madrasah Amanatul Ummah, hal ini dikarenakan kekurangan dalam keadaan darurat mengingat tidak ada seorang pun di sekolah yang memilikinya. mengalami kehidupan Islam yang kotor. dengan Coronavirus selama lebih dari setahun. Indonesia sebagai syarat regulasi, penghindaran kontaminasi yang berlaku dalam kondisi Coronavirus yang sedang berlangsung harus dikendalikan dalam suatu standar atau aturan.6
Program imunisasi merupakan tindakan tandingan klinis yang wajar dalam budaya masa kini. Imunisasi dianggap sebagai lompatan maju terbaru dalam

4https://kabar24.bisnis.com/read/20201026/15/1309845/bio-farma-76-persen-orang-menolak-
divaksin-apa-alasannya
5https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/13/PolitisiPDIPRibkaTjiptaningMenolak
DivaksinasiMendingSayaBayarRp5Juta/
6Dalinama Telaumbanua, Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Qalamuna, Vol 12 No 1 (2020), hlm. 61.
bidang kesehatan karena pencegahan dan konon menyelamatkan banyak jiwa yang hidup. Selain antibodi, kita juga mengenal sains. Perbedaan penting antara imunisasi dan olahraga adalah bahwa strategi adalah interaksi di mana tubuh manusia menjadi kebal terhadap infeksi tertentu dan memicu sistem kekebalan untuk merespons penyakit. Vaksinasi tidak harus melalui imunisasi, seseorang yang sudah sakit dan sudah sembuh, maka tubuh biasanya tahan terhadap penyakit di kemudian hari.
Melalui siklus imunisasi dan penaklukan pandemi virus corona, diyakini akan benar-benar ingin memberikan kerawanan kepada daerah setempat dan mengalahkannya. Program ini sesuai dengan perintah yang dilindungi yang menyatakan bahwa semua individu harus sejahtera dan sehat. Kehadiran pandemi membuat otoritas publik mendukung penyebaran program inokulasi virus corona. Sehingga individu di seluruh Indonesia harus terus menerus mematuhi strategi yang ditetapkan oleh otoritas publik, ini sekali lagi memiliki strategi yang dibuatnya, di mana ada sesuatu yang bias terhadap hak individu yang diambil dan tidak boleh diambil sama namun ada kebebasan yang harus dipenuhi dan bebas dalam diri sendiri.
Terkhusus dalam konteks penelitian ini yang menyebabkan Conflik Of Norm atau inkonsistensi hukum, pemerintah dalam mengambil konteks keputusan dan mengeluarkan sebuah kebijakan hal tersebut menuai kontroversi dan atau kontradiktif, terdapat pada pasal 13A ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa : a. Penundaan atau penghentian pemberianjaminan sosial atau bantuan sosial; b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. Denda
Dimana hal tersebut tumpang tindih terhadap pasal 5 ayat 3 Undang- Undang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Bahwa secara implisit sejatinya manusia memliki hak asasi manusia dan termasuk dapat menentukan sendiri kondisi kesehatannya. Sehingga dalam penetilian ini akan membahas bagaimana analisis hukum problematika pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 terhadap pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ? dan apakah pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 bertentangan dengan Hak Asasi Manusia ?
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan hukum normatif (Normative Legal Research). Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (concepyual approach).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANa
Kebutuhan dasar manusia yaitu salah satu dan bentuk kesehatan. Begitu pentingnya, sehingga dalam banyak kasus dikatakan bahwa kesehatan bukanlah yang terpenting, namun tanpa kesehatan semuanya sia-sia.7 Pernyataan demikian menjadi sangat relevan apabila ditempatkan ditengah-tengah siatuasi pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat, yang mengaharuskan Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka pemulihan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.
Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, sehingga kesehatan merupakan hak yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang. Pemerintah wajib melindungi kesehatan warga negaranya. Hal itu tertuang di Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang

7Indra Perwira, 2007, Memahami Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia,Prenadamedia: Jakarta, hlm. 33
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terutama berupa pelayanan kesehatan sangatlah penting karena hal tersebut termasuk hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dan wajib dilindungi oleh negara.8 Secara konstitusional, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penulisan skripsi ini selanjutnya disingkat UUD NRI 19459, sehingga hak atas kesehatan dimuat serta dijamin dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pada akhir oktober 2020, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia merilis hasil survey bersama dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) tentang respon masyarakat atas rencana melaksanakan vaksinasi Covid-19. Hasil survey menjelaskan, 64,8% masyarakat bersedia divaksinasi, 7,6% menolak, dan 26% masih ragu.10 Dalam kaca mata ekonomi politik, Vaksin Covid-19 bukan sekedar obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, melainkan juga terkandung kepentingan ekonomi politik banyak negara, terkandung didalamnya dominasi kekuasaan bahkan hegemobi kepentingan pasar

8 Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, 2015, Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Mimbar Keadilan, hlm. 96.
9Rif’Atul Hidayat, 2016.Hak atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal, Jurnal Hukum dan Pemikiran 16, No. 2, hlm. 1.
10 Idil Akbar, 2021. Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara : Perspektif Ekonomi Politik,
Jurnal Academia Praja 4, No. 1, hlm. 247.
suatu negara. Persoalan adalah cara pemerintah untuk menjamin ketersediaan vaksin melalui langkah pembelian di awal dan menjalin kontrak dengan perusahaan asing menjadi pilihan pemerintah. Memang disadari pemerintah memiiki tanggungjawab domestik untuk menjamin kebutuhan masyarakat, namun tak seharusnya pemerintah menjadikan rakyat sebagai pangsa pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan bertindak selayaknya memperoleh kekuasaan pasar. Hal ini yang kemudian memunculkan pikiran skeptis sebagian masyarakat akan pelaksanaan vaksinasi, selain juga track record kebijakan penanganan Covid-19 yang dirasa tidak tepat, serta lemahnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Covid-19 ini.11
Terlebih pada penelitian ini yang lebih ditonjolkan yaitu pada pasal 13A ayat 4, dimana hal tersebut terjadi inkonsistensi hukum, bahwa pemerintah di dalam mengambil dan memutuskan sebuah keputusan yang berbentuk regulasi masih kontradiktif, terdapat pada pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid- 19 yang tidak mengikutiVaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. Denda
Substansi tersebut tumpang tindih pada pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Bahwa secara implisit sejatinya manusia memliki hak asasi manusia dan termasuk dapat menentukan sendiri kondisi kesehatannya. Dalam frasa pada pasal
5 ayat 3 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, sejatinya sudah menggambarkan    kebebasan    pada    setiap    individu    dalam    menenetukan

11 Leo Agustino, 2020. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia,
Jurnal Borneo Administrator 16, No. 2, hlm. 266-267.
kesehatannya, dan pemerintah tidak berhak untuk mendiskriminasi, terkecuali untuk kemaslahatan publik. Karena realitasnya pada ketentuan Perpres tersebut pada pasal 13A ayat 4-nya, masih bersifat umum, dan diberlakukan untuk umum.
Sehingga dari itu sejatinya pemerintah harus melakukan proses konstitusional, dalam artian apabila untuk melegalkan dan atau dalam memberlakukan ketentuan perpres tersebut pada pasal 13A ayat 4 Nomor 14 Tahun 2021, harus melihat dan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkhusus pada pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya.
Indonesia adalah negara hukum. Secara sederhana negara hukum dapat didefinisikan sebagai ungkapan yang berarti menjalankan hukum mengingat peraturan yang berlaku di mata masyarakat agar hukum dapat berjalan. Dengan cara ini, cenderung dianggap bahwa penyelenggaraan negara selesai di mata hukum. Setiap kegiatan otoritas publik dan penduduk harus didasarkan pada peraturan permanen.12 Ini mengandung arti bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap penyelenggara negara dalam menyelesaikan kewenangan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan bersama. Penguasa tidak dapat bertindak karena alasan yang sewenang-wenang. Dengan cara yang sama, penduduk tidak boleh bertindak bertentangan dengan hukum.13
Dalam tulisannya abu Daud busyroh sebagaimana yang dinyatakan oleh F. Julius Sthal menyatakan bahwa terdapat 4 elemen yang sangat penting pada negara hukum, diantaranya yaitu :14 (1) Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia; (2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia; (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan (4) Terdapat administrasi negara atau peradilan tata usaha.
Terdapat juga dalam konteks yang dinyatakan oleh I dewa gede Atmaja sebagaimana dinyatakan oleh Albert Vein Dicey, bahwa terdapat tiga ciri penting

12 Abdul Mukthie Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum,Bayumedia Publishing :Malang, hlm. 5.
13 Mahkamah Konstitusi, 2016, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Deokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Jakarta, hlm. 8-9. 14 Abu Daud Busroh, 2011, Ilmu Negara, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 151 – 152.
pada konteks negara hukum diantaranya yaitu :15 (1) Supremacy of law (supremasi hukum), dalam artian seseorang dapat dihukum ketika sudah melanggar hukum atau tidak boleh sewenang-wenang; (2) Equality before the law (persamaan kedudukan di hadapan hukum), baik pada konteks pejabat ataupun rakyat biasa; dan (3) HAM yang terjamin oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia warga negara.
Jimly Asshiddiqie mendefinisikan hak asasi selain sebagai hak mendasar yang dimiliki umat manusia juga merupakan hak yang secara konstitusional wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.16 Hal ini didasarkan pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam manifestasinya, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat erat pada diri manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai bentuk jaminan kepastian hukum.
Gagasan penting tentang kebebasan dasar menurut John Locke adalah bahwa kebebasan umum adalah hak istimewa normal yang dibawa sejak lahir dalam setiap individu sepanjang hidupnya dan tidak dapat dicadangkan oleh orang lain. Namun, pandangan Locke ditentang oleh Jeremy Bentham, seorang utilitarian dari Inggris, Bentham meneliti bahwa hipotesis hak istimewa yang normal tidak dapat ditegaskan kebenarannya adalah kata dan peraturan adalah hal yang persis sama. Meskipun demikian, analisis dari kalangan utilitarian dan positivis tidak membuat hipotesis kebebasan normal diabaikan, regulasi reguler muncul kembali menjelang akhir Perang Besar Kedua.17

15 Dewa Gede Atmadja, 2011,Ilmu Negara,Perspektif Historis Yuridis Ketatanegaraan, Setara Press :Malang, hlm 75-77.
16 Jimly Asshiddiqie, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Grafindo Press : Jakarta, hlm. 345-348.
17 Rhona K.M. Smith, dkk, 2015. Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII: Yogyakarta, Hlm. 1
Istilah Hak Asasi Manusia, menurut Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hak asasi manusia disebut juga human rights, natural rights, basic and indubitable freedoms, fundamental right, dan civil rights.18 Pedoman tersebut merupakan penegasan bahwa setiap individu memiliki kesamaan kebangsawanan, memiliki hak-hak istimewa dan komitmen sentral yang tidak terlalu mempedulikan kebangsaan, ras, orientasi, agama, dan posisi masyarakat karena Tuhan telah menjadikan ini yang telah menjadi naluri manusia.
Kebebasan dasar dipandang tidak memihak dengan naluri manusia sebagai hewan ciptaan yang berkarakter, maka kebebasan umum memiliki 2 (dua) pendirian, antara lain: 1. Pendirian langsung dan pertama: naluri manusia; dan pendirian yang lebih tinggi: Tuhan yang menciptakan manusia.19
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak manusia ada dalam kandungan. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1. Setiap orang memiliki kualitas yang sangat tinggi, yang merupakan pembenaran untuk produksi manusia di mana pembuatnya percaya bahwa setiap orang harus menciptakan dan mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Oleh karena itu setiap individu harus terus berkreasi sendiri secara terbuka, ini merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Pengembangan diri manusia secara luas sebagai struktur untuk setiap hewan di dalam Tuhan, awal dan alasan keberadaan manusia dibuat. Jadi orang dan kebebasan umum tidak dapat dikomunikasikan, mereka harus dipertahankan dan dihormati dengan alasan bahwa setiap orang memiliki hak istimewa untuk diri mereka sendiri dan kehidupan mereka.
Sebagaimana halnya perlindungan hak asasi manusia ini dilindungi oleh negara artinya negara tidak yang dapat membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara karena hak asasi manusia tergolong dalam non-derogable righs artinya hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam

18 Nurul Qomar, 2014. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 15
19 A.Gunawan Setiardja, 1993. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila,
Kanissius: Yogyakarta, hlm. 75
keadaan darurat sekalipun. Namun sejak pandemi Covid-19 seperti ini, Indonesia mengalami keadaan darurat yang mengacam perekonomian dan jiwa warga negara sehingga mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan tegas untuk mengatasi penyebaran Covid-19 sehingga ada hak-hak asasimanusia yang tidak dapat dipenuhi pemberlakuannya, hak asasi manusia ini tergolong dalam jenis derogable rights,20 artinya Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya, adapun hak-hak yang dibatasi dalam keadaan darurat seperti hak untuk berkumpul dan hak untuk bergerak.
Berkaitan dengan klasifikasi hak asasi manusia, Indonesia membagi hak asasi manusia menjadi 2 (dua),yakni non derogable rights dan derogable rights. Non derogable rights adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Sedangkan derogable rights adalah hak yang dapat dibatasi dan dikurangi dalam keadaan tertentu oleh negara. Dalam pasal 4 paragraf 2 International Convenant Civil And Political Rights (ICCPR), mengklasifikasikan non derogable rights menjadi 7 (tujuh) macam, diantaranya
:21 1. Hak atas hidup; 2. Hak bebas dari penyiksaan; 3. Hak bebas dari perbudakan’ 4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang; 5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; 6. Hak sebagai subjek hukum; dan 7. Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan, dan agama
Dalam konstitusi Indonesia, ketentuan terkait non derogable rights dan derogable rights telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1948 Pasal 28 I yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Pasal tersebut secara langsung menjelaskan bahwa beberapa hak yang disebutkan merupakan hak yang tidak dapat dibatasi atau non derogable rights. Sedangkan dalampasal 28 J memberikan pembatasan

20 Suparman Marzuki, 2013. Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia, Jurnal Yudisial Vol 6, No 3, http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3
21 Matompo, O. S., 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat, Jurnal media hukum, 21(1), hlm, 16.
yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya Indonesia juga mengenal adanya pembatasan HAM (derogable rights).
Sehingga dari pada itu masyarakat yang menolak vaksinasi diancam dengan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 13A ayat 4 “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c) denda.
Namun dengan kewajiban vaksinasi dan adanya sanksi administratif kepada setiap orang yang menolak vaksinasi, hal ini dipandang oleh individu tertentu bahwa program imunisasi wajib Coronavirus ini menyalahgunakan atau bertentangan dengan HAM karena individu tertentu percaya bahwa ini program selesai tanpa keinginan otoritas publik dan tidak sesuai dengan otoritas publik. individu yang lebih suka tidak diinokulasi. Karena setiap orang berhak menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sehingga bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 5 ayat (2): “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” Dan ayat (3) “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.22 Sebab berdasarkan Lex specialis derogat legi generali menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
22 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
Penulis memberikan pandangan bahwa program wajib vaksinasi itu memang bertentangan dengan hak asasi manusia, sebab dalam hal ini pemberian vaksin tersebut demi kepentingan masyarakat umum tetapi seharusnya apabila masyarakat yang sehat wajib divaksinasi maka jelas hak masyarakat wajib dan pantas untuk menolak, sebab diawal telah dijelaskan bahwa bertentangan dengan pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh dirinya. Bahkan hal tersbeut dalam konteks hak asasi manusia sudah melanggar, dimana diantaranya pada pasal-pasal berikut : 1. Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”. Subtstansi pada pasal tersebut sudah jelas menandakan bahwa sejatinya setiap orang berhak mendapatkan jaminan dihadapan hukum, dalam artian apabiala terdapat suatu aturan yang membeda-bedakan atau mendiskriminasi maka jelas hal tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan konse keadilan seperti halnya dalam UU hak asasi manusia ini, jika melihat terhadap asas Equality Before The Law maka jelas sangat koheren bahwa antara persamaan hak dan hukum dihadapan hukum, dalam artian semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum. Dalam konteks pemberian vaksinasi Covid-19 hingga pada akhirnya terdapay sebuah denda seperti halnya yang tertuag pada aturan pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tersebut, jelas sudah diskriminan dan tidak memberikan kesamaan hukum dan tidak tercapat kedudukannya dihadapan hukum; 2. Pasal 3 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, meyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Sehingga dari pada itu frasa tanpa diskriminasi mengartikan bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi apalagi sampai memaksa untuk vaksinasi Covid-19, padahal sudah jelas orang yang mao divaksin dalam keadaan sehat karena konteks pemerintah mempunyai hak untuk menjaga kesehatan masyarakat memang diatur namun jangan sampai menindas dan menyamaratakannya pada setiap orang terkhusus yang diatur pada pasal 13A
ayat 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tersebut; 3. Pada pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Jadi pada substansi ini jelas mengakomodir secara universal dari hak-hak masyarakat, termasuk dalam frasa “hak kebebasan pribadi” sudah mencerminkan bahwa masyarakat dijunjung tinggi oleh UU dan pemerintah bahwa manusia memiliki kebebasan pribadi, sehingga dalam konteks pemberian vaksinasi Covid-19 yang disamaratakan jelas sudah menciderai nilai kebebasan, keadilan, dan berafiliasi pada konteks diskriminasi. Termasuk juga pada frasa “pikiran dan hati nurani” berarti mencermininkan terhadap kebebasan secara batiniahnya, dalam arti apabila manusia, terkhusus masyarakat dalam keadaan sehat disamaratakan harus vaksin Covid-19, maka jelas pemerintah belum mampu melihat secara proporsioanal terhadap kepentingan individumasyarakat sehingga disamaratakan semuanya, padahal sudah jelas pada frasa tersebut tidak boleh diintervensi, diskriminasi.
KESIMPULAN
Pada konteks analisis hukum problematika pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 terhadappasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hal tersebut terjadi inkonsistensi hukum, substansi tersebut tumpang tindih terhadap pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Secara implicit manusia memliki hak asasi manusia dan termasuk dapat menentukan sendiri kondisi kesehatannya. Dalam frasa pada pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sejatinya sudah menggambarkan kebebasan pada setiap individu dalam menenetukan kesehatannya, dan pemerintah tidak berhak untuk mendiskriminasi, terkecuali untuk kemaslahatan publik. Karena realitasnya pada ketentuan Perpres tersebut pada pasal 13A ayat 4-nya, masih bersifat umum, dan
diberlakukan untuk umum. Pada konteks apakah pasal 13A Ayat 4 Perpres Nomor
14 Tahun 2021 bertentangan dengan hak asasi manusia, secara realitas hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, sebab dalam hal ini pemberian vaksin tersebut demi kepentingan masyarakat umum tetapi seharusnya apabila masyarakat yang sehat wajib divaksinasi jelas hak masyarakat wajib dan pantas untuk menolak, karena bertentangan dengan pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh dirinya. Juga melanggar pada pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 3 dan pada pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Perwira Indra, 2007, Memahami Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia,
Prenadamedia: Jakarta.
Elvandari Siska, 2015, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Thafa Media : Yogyakarta.
Fadjar Mukthie Abdul, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing : Malang.
Konstitusi Mahkamah, 2016, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Deokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Jakarta.
Busroh Daud Abu, 2011, Ilmu Negara, Sinar Grafika : Jakarta.
Atmadja
Gede
Dewa,
2011,
Ilmu
Negara,Perspektif
Historis
Yuridis Ketatanegaraan, Setara Press : Malang.
Asshiddiqie Jimly, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Grafindo Press : Jakarta.
Dkk, dan Smith K.M. Rhona, 2015. Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII: Yogyakarta.
Qomar Nurul, 2014. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika: Jakarta.
Setiardja Gunawan A., 1993. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanissius: Yogyakarta.
Jurnal
Paruntu Deasy dan Afifah Wiwik, 2015, Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Mimbar Keadilan.
Dkk dan Masnun Ali Muh, 2021, Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1.
Telaumbanua Dalinama, 2020, Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Qalamuna, Vol 12 No 1.
Hidayat Rif’Atul, 2016, Hak atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal,
Jurnal Hukum dan Pemikiran 16, No. 2.
Akbar Idil, 2021. Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara : Perspektif Ekonomi Politik, Jurnal Academia Praja 4, No. 1.
Agustino
Leo,
2020.
Analisis
Kebijakan
Penanganan
Wabah
Covid-19: Pengalaman Indonesia, Jurnal Borneo Administrator 16, No. 2.
Marzuki Suparman, 2013. Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia, Jurnal Yudisial Vol 6, No 3.
O. S. Matompo, 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan
Darurat, Jurnal media hukum.
Matompo S.v, 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat, Jurnal Media Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. VOL 21 Nomor 1.
Website
Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
https://nasional.tempo.co/read/1448332/update-harian-per-1-april-2021-kasus- positif-covid-19-tembus-6-ribu/full&view=ok
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d- 5329447/BPOMJelaskanEfekSampingVaksin SinovacyangSudahKantongiIzinUa\ https://kabar24.bisnis.com/read/20201026/15/1309845/bio-farma-76-persen- orang-menolak-divaksin-apa-alasannya https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/13/PolitisiPDIPRibkaTjiptaningM enolak DivaksinasiMendingSayaBayarRp5Juta/
30

